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Abstrak
 

Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan

permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan

asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan

baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis

terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan

dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan

pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan

kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa

Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan

Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal,

khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi

Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus

ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general

dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi

ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary

compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait

perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak.

......In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving

problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional

Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the

principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to

analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms

of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water

Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water

Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data

collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT

policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the

Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the

certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are

several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in

charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption.
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Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However,

there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally,

based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding

between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes.


